Pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak) 














Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah, Dana 
alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal. 
Sampel penelitian adalah 72 observasi dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 
2014-2016. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan pembahasan yang 
dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa : 
 
1. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal ini berarti, jika 
pendapatan pajak daerah meningkat maka akan meningkatakan 
pengalokasian terhadap belanja modal. 
 
2. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal. Dari segi pendapatan dana alokasi umum (DAU) mampu 
memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk 
mempengaruhi yang lebih sepesifik seperti belanja modal, dana alokasi 
umum (DAU) yang bersifat umum (tidak adanya kriteria-kriteria dari 
pemerintah pusat) hanya mampu memberikan pengaruh yang kecil dan 
masih belum mampu meberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal. 
Karena banyaknya tanggapan masyarakat bahwa dana alokasi umum (DAU) 
hanya untuk menutupi devisit anggaran dari pemerintah daerah provinsi. 
Dengan terjadinya hal tersebut membuat pengaruh dana alokasi umum 
(DAU) terhadap alokasi belanja modal masih belum maksimal terhadap 












3. Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja 
modal ini berarti, jika penerimaan dana alokasi khusus (DAK) meningkat 




Penulis menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih 
memiliki banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
 
1. Dalam penelitian ini masih terdapat provinsi yang tidak melaporkan data 
laporan pendapatan dan pengeluarannya. 
 
2. Informasi yang peneliti dapatkan kurang mendetail atau bisa dikatakan 
kurang transparan, karena sewajarnya informasi mengenai penerimaan dan 
kegunaan APBD dapat dipublikasikan supaya masyarakat dapat 
mengetahui alokasi APBD di provinsinya. 
 
3. Faktor-faktor penentu belanja modal yang hanya sebatas bersumber pada 
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dilihat atau diambil 
dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sehingga diperlukan 




Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Provinsi 
diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui 
optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
a. Pemerintah daerah Provinsi se-Indonesia, khususnya Dinas Pendapatan 









dikeluarkan disetiap daerah agar penggunaanya efektif, efisien dan 
ekonomis, serta peneliti mengharapkan semua pemerintah provinsi di 
Indonesia agar melaporkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) baik 
penerimaan maupun pengeluaran daerah provinsi di Badan Pusat Statistik 
(BPS) Indonesia, agar masyarakat di daerah dapat mengetahui alokasi 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah provinsinya. Hal 
ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan inspeksi 
mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan 
sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta 
meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. 
 
b. Penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi belanja modal, 
misalnya jenis-jenis atau ukuran penerimaan pemerintah daerah provinsi 
lainnya maupun variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk. Daerah 
dengan jumlah penduduk yang lebih banyak tentu membutuhkan belanja 
modal lebih banyak yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana 
pelayanan publik dari pada daerah dengan jumlah penduduk sedikit. 
 
 
c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 
melakukan penelitian lanjutan, dan penelitian selanjutnya sebaiknya 
menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan 
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